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MASYARAKAT BERPENDAPATAH RENDAH DI KOTA PAYAKUMBUH.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUnf,BUH,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) atau
Beras Bagi Rumah Tangga Miskin {Raskin)
bertu3uan untuk mengurangi beban pengeiuaran
bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam
memenuhi kebutuhan beras;

b. bahwa untuk kelancaran penyaluran beras
sejahtera sampai pada titik bagi dengan jumlah
berriasarkan pagu Rastra Tahun 2Oi7 untuk Kota
Payakrr,mbuh yang ditetapkan Pemerintah yang
clisesuikan clengal subsidi pangan dalarn
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka
Pemerintah Kota Payakumbuh memberikan
bantuan ongkos angkut pen;valut.!1 beras
dimaksud dari titik distribusi k^e titik bagi;

c. bahr.va- untuk bercia-lzaguna dan berhasilguna
pelaksanaan penyaluran beras sejahtera pada
kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana
Da-n Pra-sarana R-eha-bihtasi Ke=sejaitera-a:r Sosia]
bagi PMKS tahun anggaran 2OtT perlu adanya
Peraturan Wa,likota Payakumbuh Tentang
rr^+---:-,i-,rr^l--:^ r)^---^1..-^- t)^-^^ L1^:^L-+^.^^rcLLtrrJ irra r El1,rrrs rgrrJir_rur inr Dtrr ait DCJa-rrLEr iL

(Rastra) Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
Di Kota Payakurnbuh;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c
lj^r^^ ^^-L, l.:4^+^-l---- .l^*^^- D^-^+,.-.^-uralas PtrrrLr ulLtrtidprlilrr uErr.Bdrl rcticLLlrirlrr
Walikota Payakumbuh;

i. Undang-Undang Nomor 18 talun 2Ol2 tent.ang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol2 Nomor 227, Tambahan Lembaran
I\I^^^-^ D^^, '1-lil. I*.{^-^^;^ l\Tn*-^- tr2r--f\).j.\ uBdj d- r\U}.r Lr urrA rrr.'J\rrrL Dld. r1 (JrrrLrr J\, \-r\rr,

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2AL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Notnor
5587i: sehasaimana telah riir:hah heherana kalir'!-'v' r i, uv-4bG:,:*:u

terakhir dengan undang - undang nomor 9 tahun



Meperhatikan

2015 tentang perubahan kedua atas undarrg -
undang nomor 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talrun 2015 Nomor 59, Tarnbaharr
Lenrherar, Necr.:l'e Pcrrrrhlilr Tr"rdnrresia Nnnrnr'
s67e);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 20i5
tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60,
Tambahan l.ernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5680);

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2OlA tentang
Percepatan Penanggalangan Kemiskinan
sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden
Nomcr 96 Tahun 2015 tenta:rg Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepata-n Penanggulangan Kemiskinan:

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
R-enublik Indonesia- Nomorl Tahr-in 20!6 Tenta:rs- --r --

Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah Tahun 2O16;

6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17
Tahun 2CrL6 Tentang Pembentukan dan Susunan
Pcrangka-t Da_crah {T,emba-ra:r Da-cra,h iiota_
Payakumbuh Tahun 2.016 Nomor 17) ;

7. Peraturan Daerah Kota Payakurnbuh Nomor 19
Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belarya Daerah Kota Payakumbuh Tahun
Anggaran 2OL7 {Lembaran Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2O16 Nomor 19);

B. Peraturan Walikota Payakumbuh l.lomor 66 Tahun
2016 Tentang Penetapan Standar Biaya Umum
Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2OL7 (Berita
Daerah Kota Pa'iakumbuh Tahun 2016 Nomor
66);

9. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor tl2
Tahun 2Ai6 Tentaxg Penjabaran Angga,ran
Penda-patan darr Beianja Daerah i{ota
Payakr-rmbuh Tahun Anggaral 2Gl7 {Berita
Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor
i12);

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahurr 2AO9 Tentang
Kebiiakan Perberasan ;

2. Keputusar Gubernur Provinsi Sumatera Barat
Nomor 500-258-2ALT Tentang Penetapart Pagu
Keiuarga Penerima Mant-aat }Jeras Scjahtera <Ian
Bantuan Pangan Non Tunai Per KabupatenlKota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2A77.
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IMenetaniran

B{EFSLITLTSI(AN :

PEFSTLTRAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG
PETUNJLTK TEKNiS PEM-ALUP.JIN BF:RAS
SEJAHTERA (RASTRA} BAGI MASYARAKAT
IJET<TIII\ IJATfl I N I\ KTII\ IJArl IJI I\LJ I A t-A I Al\U TVTL1 U rl.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Fenyaiuran Beras Sejahtera (Rastrai
Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Di Kota
Payakumbuh y-ang tercantum pada lampiran sebagai
sa-tit kcsatrtan vanq tida-k ternisa-hkan dari Pci-attrran

-, _- o - -'-- -- l-

Walikota ini.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku terhitung 1

Januari 2OtT agar setiap oraflg mengetahuinya,
memerintahkan penguntiangan Peraturan Waiikota
ini dengan pellempatannya dalarn Berita Daerah Kota
Payakumbuh.

Ditetapkan di Pa5rakumbuhr
pada tanggai lT &pnl UG

W. ALIKOTA PAYAKUMBUH

4rroFALEPr

Diundangkan di Pa-yakr,imbuh

Pada tanggai tB 4tpnl ury
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKLTMBIJH

BENNi

BBR.ITA DAERAH KOTA PAYAKLIMBUH TAHUN 2AL7 NOMOR-
ZC

ffi
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LAMPIRAN I :PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NoMoR z ,l-Q (ftruN zoti
TANGGAL i t? Afnt bq
TENTANG :PETUNJUK TEKNIS PENTYALURAN BERAS SE.IAHTERA

{RASTRAI BAGI MASYATAI{AT BERPEI{DAPATAN RENDAH DI
KOTA PAYAKUMBUH

BAB I
PE!IDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Program Sul-rsidi Beras Bagi Masyarzrkat Berpendapatan Rendah

merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan
perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala
Lembaea Pemenntah non Kementerian tertentr-:- -serta Gubernur da:r
Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan
pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan
.J--- -+-L:!:.- - -I---- ----: -- - -:--- -lUi,.IT l;LAUIIILAIi CI(UIIUIIIT ITASTUITAi,

Secara khusus kepada Perum BULOG di instruksikan untuk menyediakan
dan menv-alurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat
berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya
mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Penyaluran bera-s l-rersubsicii bagi kelompok masyarakat
berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran
para Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi
kebutttha-n paxgax. Selarn itu jr-rga- nntr-rk meningkatka:r alcses ma-syara-ka-t
berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai
salah satu hak dasarnya.

l)^-l-^-^.' ^^-^l- ^+-^+^-:^ rr-^--^.- Cl--L^:l: r )^-^^ r )^-: r\r^^--^-^l-^.-DcruaEill iasptrra DLraLcElU r.tUB.tirjii Di.l'iJSiUi ijcl'art ijag,r ivrasJi,-l-iij{al
Berpendapatan Rendah, tahapan pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras
Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah serta pihak mana yang
bertanggung jawab dilbrmulasikan datam suatu panduan yang disebut
Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) Bagi Mas1rry21q21
Berpendapatan Rendah Di Kota Payakumbuh.

B. PENGERTIAN
1. BAST adaiah Berita Acara Serah Terima Rastra berdasarkan SPA dari

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, _yang ditandatangani Perum BULOG
dan Pelaksa.na Distribusi

2. Rumah Tangga Sasaran Penedma It4anfaat Proglarn Rastra ya$g
selanjutnya disingkat RTS-PM adalah Rumah Tangga yang ber hak
menerima beras dari Program Subsidi Beras Ragi Masyarakat
Berpendapatan Rentiah 2AL6 yaitu Rumah Tangga yang ter dapat riaiam
DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-i) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Ber
penda patan Rendah 2A16.

3. DPM-I adalah Model Daftar Penerima Manfaat Rastra di kelurahan yang
menjadi dasar Penyaluran Rastra dikelurahan. DPM-1 telah
mengakomodir hasil perubahan RTS-PM melalui mekanisme Muskel, jika
diperlukan pemutakhiran.

4. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Rastra dikelurahan.
5. HTR adalah Ha-rga Tebus Rastra di Titik Distr-ibusi (TD).
6. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Rastra

ditingkat kota yang disusun sesuai dengan situasi rlan kondisi setempat
--L---:,-----:------- l^--: n-l------- lT-------- n--r--- J--- r--!-l-l- n-^r---
SeDagai peirajairlajr Ciai=i fecoil-raur UIrlUnr t<aSLIa ualr d urila{ KasLra
Propinsi Sumatera Barat.

7. Mus_v:awarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di
kelurahan yang melibatkan aparat kelurahan, kelom pok masyarakat
kelurahan, TKSK dan perwakilan RTS-PM Rastra dari setiap Satuan
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Lingkungan Seternpat {SLS) setingkat RW untuk memutakhirkan daftar
RTS-PM.

8. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah
di kecamatarl yang rnelibatkan Camat, Kepala Kelurahan dan aparat
+crlr.qit lqin nrra rrrrtrrlr rrrelelrrrlrer-r lrnnrdirrasi rrenrresr trsirsn rrqslr deno,;t'r
tidak mengubah jumlah pagLl kecamatan.

9. Pagu Rastra adalah alokasi jumlah RTS-PM atau jumlah beras yang
tiiaiokasikan bagi RTS-PIvI Rastra untuk tingkat nasionai, pnlvinsi atau
kabupate n / kota pada tahun tertentu.

10. Tim Teknis/Koordinasi adalah Koordinator sekaligus Penanggung jawab
Umum Pelaksanaan Program Rastra di Kota Payakumbuh.

11. Petugas Pengeiola Kota adalah Peiaksana Program Rastra di Kota
Payakumi:uh yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota Payakumbuh.

12. Petugas Pengelola Kecamatan adalah Pelaksana Program Rastra di
Kecamatan varls berkedudukan di bav..'ah dan bertanssllns ia-rr..,ab keoadaJ 

--OCamat.
13. Petugas Pengelola Kelurahan adalah Pelaksana Program Rastra di

r, -1- - ---1- - -- - -l-- !.:-=- - - -1- - -- : n-1-l--- -- - n:-r--:L-- -: J-' rz-l----^l- ---frCIUli:Illiill ScrftUr$US ScUafi,ic.r rCrtlXstllfa UiSIf-f DUSi Oi ireiUl-ailajl
14. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat

SKTRM adalah surat _yang diberikan kepa-da Rumah Tangga Peaggaati
hasil Mudes/Muskei sebagai penanda kepesertaan pada Program Rastra.

15. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota
atau Pejabat yang elitunjuk kepada Perurn RULOG berclasarkan alokasi
pagu Subsidi Rastra.

15. Surat Perintah Penyerahan Barang isPPB)/Delivery Order(DO) adalah
cerintah tertr-iiis yarq diterbitka-ir oleh Perum Bi-ILOG r_rntrikr ---------
mengeluarkan dan menyerahkan Subsidi Raskin.

17. Titik Bagi (TB) adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan
+^..:^--l-^.- ^l^L- L)4.(l t)tr' -J^-: D^l^i-^^-'^ t\:^+-:tr-..^: l-^ t)'t\cl r)trr -^+^--^4ttrrJalr8,rLir.u urclt i\lD-I-lvi luarjI i-Ciiijirtiiiia iiisLI-iUtrrii KC iiiD-i-ivi SeLeIfipat.

L8. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lc-rkasi penyerahan Rastra dad
Perum BULOG kepada Pelaksana Rastra di kelurahan lokasi lain vang di
sepakati oieh Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Perum BULOG.

BAB II
TUJUAN, SASARAIT DAIT MANFAAT

TUJUAN, SASARAN DAT{ MAT{FAAT
A 'l'r!ra1^h11. r LrJ ucLrr

Tujuan Kegiatan penyaluran Rastra adalah mengui'angi beban pengeluaran
Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan
beras.

B. Sasaran
Sasaran Kegiatan penyalllran Rastra Tahun 2AL7 adalah berkurangnya
beban pengeluaran 5.745 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras
melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak i5
lrolRTSlhrrlan^^D/ - -

C. Manfaat
Manfaat Kegiatan pen-valuran Rastra adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran,

sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penang gulangan
kemiskinan

2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD),
maupun ekonorri (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.

n c^1^^-^: ^^ ^^- 1-^-.: !^^^.:r --^^L^ r^-: -^l:o. JcuaBa-r Pat.riil-r uir.Er .tri1'srr usarrir. Lil-ril Pic.ur.
+. Stabiiisasi harga beras di pasaran.

L



5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan lnenetapkan
harga beras bersubsidi sebesai Rp.i.600,-/kg, dan menjaga stok pangan
nasional.

6. Membantu pertumbuhan ekonomi.

BAB III
PENGELOLAAN DAIT PEI{GORGANISASIAI{

A. AZAS PENGELOLAAN
D-.1*^j* .^^-^^1^I^^* rl^^+*^ ^l^l^L *.:l^.: *:1^.: l^^,.- *-....:^1.:r ru.!.JrP PLrj.SLrurcr.cl-rr r.,cr-JLrcr d-Llcl-rd-rr rlr.lclr-rrll.cu Lldlan JillE .r..!.lLrrJd.Lrr

landasan atau acuarl setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan
rangkaian kegiatan, untuk medorong tenvujudnya tujuan program Rastra
meiiputi:
a. Keberpihakan kepada Rumah Tangga sasaran Penerima Manfaat (RTS-

PM).
b. Transparansi, Partisipatif dan Akuntabilitas.

Keberpihakan kepada Rumah Tangga sasaran Penerima Manfaat {RTS-
PM)- hermskna menslrsahakan P,TS-PM Rastrs rlarret tlernne!oleh herasu 1.sruv

kualitas batk, cukup sesuai alokasi dan te4angkau.

Transparansi, bermakna- membuka akses infurmasi kepada pemangku
kepentingan Rastra, yang harus mengetahui dan memahami adanya
kegiatan Rastra serta dapat melakukan pengawasan seca-ra maadiri.

Partisipatii bermakna menriorong masyarakat terutama RTS-PM
berperan secara aktif daiam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan R-astra,
rnulai clari tahap pere ncanaan, sosialisa-si, pelaksanaarr clan
pengendalian.

Akuntabilitas, bermakna bahrva setiap pengelolaan kegiatan Rastra harus
ciapat dipertanggung jawabkan kepacia masyarakat setempat maupun
kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku atau 3rang disepakati.

B. PENGELOLA KEGIATAN
1. Struktur dan Keanggotaarr

a. Tim Teknis / Koordinasi
Penanggung Jawab Umum kegiatan penyaluran Rastra Kota

Par,.-akumbr-rh adalah Walikata Pa-vakumbr-th cl-a:r cl-alam- -_J --- -'_-- - ---_ - --J ---

pelaksanaannya secara fungsional didukung oleh Tim
Teknis/Koordinasi yang terdiri dari Walikota dan Wakil Walikota,
(a^t--^+^-.:^ r\^^-^l^ D^l^- ,t\:*.^^ /t )^-:^.^ +^-l-^:+ ^^^+^ r ).:l^-- C\^l-^:5Ci{I'CLiij'ru iiaclaiji, Irauailll iJrlLiLSI lfaiBriijl LUIrrarL strr Lir. rJrrlarr$,r osrasr
dan Staf Dinas Sosial Kota Payakumbuh vang selanjutnya ditetapkan
dengan keputusan Walikota Payakumbuh.

Tim Teknis/Tim Koordinasi terdiri dari:
1. Penanggung Jawab
r) rr7^I-:1 r)^*^*^-..-.- I^,-.^1rz. vyi1-rLu .Fclli,rrxix'tlrrE uilwir.u
3. Ketua
4. Wal<il Ketua
5. Sekretaris, dan
6. Anggota

b. Petugas Pengeloia Rastra/Raskin
Petugas Pengeiola Rastra/Raskin terdiri dari

1. Petugas Pengelola Kota
2. Petugas Pengelola Kecamatan, dan
3. Petusas Penselola Kelurahan

t



Petugas Pengelola Kota adalah Pelaksana Program Rastra/Raskin
di Kota Pavakumbuh yry1g berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Walikota Payakumbuh yang selanjutnya di tetapkan
dengan Surat Keputu sa-r.r Walikota Payakurnbuh.

Petugas Pengeioia Kota terciin ciari:

1. Ketua;
(', Q^l.-a+^-i^.,{^-A. \)L!\'1 L LCLI lDr Llall

3- Anggota;
f)ntrrryno C)nnryol^l^ lt- aan'-n+aq ^;^1^Lr D-l^1.-^*^ D-I'Ctu8,as r"Cn$e iOiii tie Ciiii.ialiiji auii-iiiii i-ciiijrsiijia r"i C$i8IiL

Rastra/Raskin di Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jarvab kepada Camat dan bertindak sebagai Pelaksana
Distribusi di Titik Distri-ousi iTD) yang seianjutnya di tetapkan riengan
Snrat Keputusan Camat.
Dairr ana Danaolnln l1-annmnfnn *a-rii-i ;.--,i'r LLU6AJ r Lrrbt-rrJra r\i-.-artaLcLtr Li-iiiii r iJaa l.

i. Ketua : Camat

2. Sekreta:'is : Sekreraris, F,asi atau Unsur instansi terlcait

tingkat kecamatan, clar
? Anrcnfa . Anaraf Ii-annmn*nn.v . r rrt65v La . I rl,(tj dL i-\Li-ciii,idlciii,

Petugas Pengelola Keiurahan adalah Peiaksana Program
Rastra/Raskin di Kelurahan yang irerkecludukan clibar.,,ah clan
bertanggung jawab kepada Camat dan bertindak sebagai Pelaksana
Distribusi di Titik Bagi (TB) yang selanjutnya di tetapkan dengan
Sr-rra-t Kepr-rtr-r san Cama-t.---r -_

Petugas Pengelola Kecamatan terdiri dari:
1 L'efrro ' f rrroh.l. rtLluu . uurlIi,

2. Anggota : Aparat Kelurahaa;

c. Tugas Pokok dan Fungsi
Tim Teknis/Koordinasi mempun_tai tugas melakukan koordinasi

perenca.naan, Denganggaran. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Tim
Teknis/Tim Koordinasi rremplrnyai fungsi:

1. Perencanaan dan penggangaran penyaluran Rastra/raskin
Kota;

O Dana+n*n6 f)^^r r !-'^^^ +snlnn.2.. r r-rrLLcLPclr.r r a-ELr r\ur-clrrlcrLeil,

3. Melaksanakan koordinasi tentang peiaksanaan penyaluran
Rastra/raskin di Kota Payakumbuh;

+. Mengambil kebijakan tentang pelaksanaan Rastra/Raskin di
Kota Payakumbuh;

Petugas Pengelola Tingkat Kota mempunyai fungsi:

1. Menyusun petunjuk teknis penyaluran Rastra/Raskin;

2. Pelaksanaan ferifikasi data RTS-PM;

3. Fasilitasi iintas pelaku clan sosialisasi penyaluran
Rastra/Raskin Kota;

4. Perencamaan Distribusi Rastra/Raskin;

5. Penyelesaian administrasi HPB Rastra/Raskin;

6. Pemantauan dan evCuasi pelaksanaan penyaluran
Rastra/Raskin di Kecamatan dan Kelurahar;
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7. Pembinaan terhadaff peiaksanaan tugas da::r fungsi Petugas
Pengeioia Tingkat Kecamatan dan Tingkat Keiurahan; rian

8. Pelaporan pelaksanaan penyaluran Rastra/Raskin kepada
Tim Koordinasi Propinsi;

Petugas Pengelola Tingkat Kecamatan mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring
,{^- -.,^1='^-i ^a-"-ir'*-,* Dnntrn /D^cl-;'- ,{; 'n;-^i-^i lr-annmn+nn oar*nLlo.rr \-va-rLla.or P\-rrJcl.rLrra-rr r\a.t)Ll a_/ r\o.rf,Arrr tlr r rrrSAq.t rrl.,ua.rrr€tLa.ra oLt La"

melaporkan hasilnya kepada Pengelola Tingkat Kota.

Petugas Pengelola Kecamatarr rrernouny'-ai fungsi:

1. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakafl RastralRaskin dari
Satker Sub Drive Perum Bukittinggi di Titik Distribusi (TD);

2. Perencanaan distribusi Rastralraskin di Kecamatan;

3. Pelaksanaan verifikasi clata RTS-P&I;

4. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Rastra/Raskin di
Kecamatan;

5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran
Rastra/ Raskin di Kelurahan;

6. Pembinaan terhadap pelaksana distribusi Rastra/Raskin di
Kelurahan;

17 T-t^---4!^^^.:^- ^l*:-.i^+-^^.1 .I.:^+-:1-',^.: Tl^^+-^ i tf^^l-:*.t. rcrrJE-rgDi1-l.i1rr ic-tllilullsLidsr (lrJLrluLlsr r\i1}Llia/ r.ri1.sl1'trr

Keca:aatarr yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar
Peniualan Beras sesuai medel DPM-2;

8. Penerimaan HPB Rastra/Raskin dari Tim Koordinasi masing -
masing Keiurahan secara tunai dan menyetorkan ke rekening
ijanii rang ditunjuk Su'n Drivc Pci"um BULOC Bukittinggi
atau menyrtor langsung secara tunai kepada Satker
Rastra,/Raskin; dan

9. Pelaporan pelaksanaan penyaluran Ra-stra/Raskin kepada
Petugas Pengeiola Kota;

Petugas Pengeloia Tingkat Kelurahan mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosiaiisasi, monitoring
dan evaluasi penyaluran Rastra/Raskin di Tingkat Kelurahan serta
melaporkan hasilnya kepada Pengelola Tingkat Kecamatan.

Petugas Pengelola Keiurahan mempunyai fungsi:

1. Membuat berita acara musyawarah,/rembuk Kelurahan;

2. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan RastralRaskin dari
Petugas Pengeiola Tingkat Kecamatan:

3. Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM;
A Fao.iliiaoi liafa= nclalzrr .I^* oncicr!iscrci Foctrc,/Pceizin dii. i'aj.-iiiLaisi iii.iLaiO yf;idjaLi i-I.(iii -ii-j.€ijiocisi l\<{oLl a,/ r\aorlrrr trr

Kelurahan;

5. Pendistribusian dan pengerahan Rastra/raskin kepada BTS-
PM si Titik Bagi (TB) dan membuat daftar penerima manfaat
Rastra/Raskin sesuai model DPM-1;

6. Penerima HPB Rastra/Raskin dan daftar Penjuaian Beras
Sesua-i model DPM-2 secara tunai dan menyetorkan ke
Petugas Pengelola Kecamatan;

7. Penyelesaian administrasi distribusi Rastra/Raskin di
Kelurahan yaitLl Berita Acara Serah Terima (BAST} dan Daftar
Penjuaian Beras sesuai meciei DPM-2;

U



8. Pemaatauan dan evaluasi pelaksanaal penyaluran
Rastra,i Paskin di Keiurahan;

9. Pelaporan pelaksanaan penyaluran Rastra/Raskin kepada
Petugas Pengeloia Kecamatan;

BAB IV
PENGGANGGARAN DAI{ PENDISTRIBUSTAN

A. Penentuan Pagu dan Alokasi
D^*..I^^^-I.^* T.'.,^*+,-* T)^^., D^^!-:- lt)^^+*^ *^^i-- ra^^j-^l-,Lr rldsdr r\d-rl. r\Lld-rr LL{lr.r I ctSu r\dtD.tlrlr/ t\crDLl d. Irrd.Dr-[j.B rrrdJ.lrr6

Kabupaten / Kota ,rang sitetapkan Gubernur, lValikota menetapkan pagu
Raskin/Rastra Kota Payakumbuh dan data Rumah tangga Sasaran (RTS)
Kecamatan, Keiurahan yang sikeiuarkan oieh 'l'im Nasi<lnai Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2Ki.

A *^1^;I^ ^l^1.^^i D^^1.;* lD^^t-^ .1; -rr^+,i -.,;1^-,^L +14^1. r{nnn+r}l,c.uua. a_ru.t\clDr. P45u r\a-Dr\rrr/ r\cLSLraL L]'r oLr.cLLLl vvrrctJair. LrLrd.:r LrcLycLL

didistribusikal, tidak dapat dialihkan kewilayah 1ain, apabila pagu
Raskini Rastra di suatu ',.rrilayah tidak dapat diserap sampai dengan 31
Desember tahun be{aian, maka sisa pagu terse-Dut ticiak dapat disaiurkan
pada tahun berikutnya.

Danainnan Dr:mnlr 'Tnnaac Qac^-^n Doaorio^ l\lfnafnn* /DTA DJ\lfl -rcnra LrrLLaPaal l\uaraarr rilr66@ uo"JCar r LrlLllllla rvlalraaL tr\ru-r rr, Jart6

berhak mendapatkan Raskin/Rastra ditetapkan berdasarkan data hasil
Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 yang riikeluarkan oleh Tim
Nasionai Percepatan Penangguiangan Kemiskinan (TNP2K) riisahkan
Kemenko Kesra Ri.

T-\alam ranal.n mo-^al-nm^r{i- ^.il^-"^ .li-^*il-^ Drrmnir /Tnnaaa l\ificl-r'nuuuLL r.116r\4 rrrvarS{x\vllrr-,utt Gu4rJu urll@rrt!\q l\utrlllr r(Ir66a tlrrJArri

di tingkat Kelurahan, maka perlu dilakukan musya'lvarah/rembuk
Kelurahan untuk menetapkan kebijakel lokal dengan ketentuan:

1. Melakukan verifikasi nama RTS hasil Pemutakhiran Basis Data
Terpadu (PBDT) 2015 yang sudah tidak layak atau pindah alamat
keluar i.,eiuraJran, dapat diganti oleh Rumah Tangga Sasa-::an (P.TS)

miskin lainnya. Sedangkan Penetapan Rumah Tangga Sasaran
Penerima Manfaat (R-TS-PMi yang meninggal dunia dapat diganti
oieh saiah satu anggota rumah tangganya. apabiia RTS-Pivi yang
meninggal dunia merupakan Rumah Tangga Tunggal ( tiadak
memiliki anggota rumah tangga) dapat digantikan Rurnah Tangga
Miskin yang belum terdaftar.

2. Rumah Tangga Miskin yang dinilai laya-k sesr:ai kriteria BPS dan
belum terdaitar sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima ivianfaat
{RTS-PM) hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2415,
dapat diberikan Raskin/Rastra mela-lui mekalisme Musy2'67srsh
Kelurahan (Muskei).

Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang telah
diverifikasi dan hasil musyawarah/rembuk Kelurahal yang memutuskan
nasra Rurnah Ta::gga Sasa-ran Penerima Manfaat Raskin/Rastra tersebut,
dimasukan dalam claftar Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-
PM) sesuai model DPM-I, yang ditetapkan oleh Lurah dan selanjutnya

i!1 :--.:---!-.'7:r------1 --!-.-:.-r-1-fr---.---/-.-n-r-nmnnlrn^-l:-'n-,_-diiilr=tiit/dite.ruskari i(e i'erirer'urlaii iiccajrralajr. uata r(1D-rlvl r(asrflrl/KasL[a
di Kelurahan direkap di tingkat Kecamatan dan dilaporkan kepada Tim
Pengclola Raskin Tingkat Kota.

Penetapan Titjk Distribusi disesuaikan dengan kondisi daerah
setempat dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan kriteria
^^L^-i L^---:1---!.scuir,Br ucrrKuL:
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1. ialan dapat ditempuh/dilatui oleh kendaraan ukuran besar (truk)
bermuatan 18-20 Ton.

2. Mempunyai gudang/tempat penyimpanan beras sementara yang
memaCai, aman dari genangan air dan kehiiangan, dan

3. Terdapat pelaksana distribusi dari Pemko, Kecamatan, dan
Kelurahan.

B. Pelaksanaan Rancana Distribusi

Mekanisme pendistribusian beras dari gudang Bulog ke Titik
Distribusi di Kecamatan atau tempat lain yang teiah riisepakati antara
Pemerintah Ki-rta Par.akttmhuh rlengan Suh i)ivre Perum Bulos Rr.rkittinssi
sebagai berikut:

1. Walikota Pa5,aliumbuh mengajukan Surat Perinintaan Aiokasi {SPA)
kepada Kasubdrive Perum Bulog Bukittinggi berdasarkan alokasi
Pagu Raskin/Rastra clan rincian di masing-masing Kecamatan dan
Kelurahan.

2. Pada waktu beras akan didistribusikan ke Titik Distribusi
Kasubdrive Perum Bulog Bukittinggi berdasarkan SPA rnenerbitkan
SPPBIDO beras untuk masing - masing Kecamatan /Kelurahan
kepada satker Raskin/Rastra. Apabila terdapat Keiuralran yang
menunggak pembayaran HPB paoa periode sebelumnya, maka
penerbitan SPPB/DO untuk Kelurahan tersebut ditangguhkan
sampai adanya pelunasan.

3. Berdasarkan DPPBIDO, Datker RaskinTRastra mengambii beras cii
gudang Perum Bulog, mengangkut dan menyerahkan
Raskin/Rastra kepada Tim Pengeiola R-askin/Rastra Kecamata:r
Selaku Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi.

4. Kualitas Beras yang diserahkan harus sesuai dengan kualitas
standar beras Raskrn/Rastra.apabiia terdapat beras yang tidak
sesuai standar, maka Pelaksana Distribusi langsung
mengembalikan beras kepada Satker Raskin/Rastra untuk
ditukar/diganti dengan beras )rang sesuai standar.

5. Pelaksanaan penyeralran beras kepada RTS-PM RaskinlRastra
adalai: pemegarlg kartu raskin atau t-rukti lain yalg ditetapka.n r-rleh

Lurah setempat, dilakukan oleh Tim Pengelola Raskin Kelurahan.

6. Realisasi pelaksanaan penjualan beras dibuatkan daftar penjualan
rian pembayaran harga beras (HPB} sesuai moriei DPM-2. Dattar
penjualan beras ditanda tangani oleh Tim Pengelola Raskin
Kelurahan.

7. Penyerahan beras di Titik Distribusi dituangkan dalam BAST yang
ditanda tangani oleh oleh Satker Raskin dan Tim Pengeiola Raskin
Kecamatan <ian Keiurahan atau pejabat yang iiitunjuk ciengan
narna, tanda tangan dan stempel.

8. Satker Raskin membuat rekapitulas;i RAST di setiap Kecamatan
sesuai format IUBA-O yang ditanda tangani Satker Raskin/R.astra
dan Camat, Lurah atau pejabat yang ditunjuk dengan nama, tanda
tangan dan stempei.

9. Subdivre Bukittinggi membuat rekapitulasi MBA-O di Kota
Payakumbuh sesuai MBA-1 dan ditanda tangani oieh Kasubdivre
Perum Bulog Bukittinggi dan Walikota Payakumbuh atau pejabat
yang berwenang dengan narna, tanda tangan dan stempel.

10. Pembuatan MBA-I diiakukan secepatnya atau secara periodik
yaitu:
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a. Reaiisasi disti'ibusi Raskin/Rastra tanggai i-is dibuat pada
tanggai 16 buian liang bersangkutan, dan

b. Realisasi distritrusi Raskin/Ra-stra- tanggal i6-3 i dibu-at pada
tanggai i bulan berikutnya.

11. Sete.lah MBA-1 selesai ditancta tangani segera dikirimkan keDivre
Perum Bulog Sumatera Barat diiampiri d.engan fot+ccp1.' SPA dan
i'ei{ap SPPB7/DC i}v{DCi.}iaiiiuit sebeiuiii cikirim oilakukan ver ifirasi
untuk mengeta-hui kelengkapan dan kea_bsahan dokumen.

C. Ir,{ekanisrne Perrba3,'araa dan Adn:inistrasi
Pembqvaran liarga Penjualan Beras tlfPBl Raskin,/pasti'a ctari RTS-FIvI

kepacia Pelaksana Distnbusi pada prinsipn.y.a dilakukan secara tunai di Titik
Distribusi adalah sebesar Rp. 1.600,-lKg.

Pembayaran Harga Penjualan Beras {HPBI Raskin/Rastra dari
Pelal<sana Distribusi kepada- Sarker Raskinlrastra diiakukan seteiah
menerima HPB Raskin/Rastra dari RTS-PM.

Uang i{PB Raskin,rRastra yang d.iterima Peleksana Distribusi dari
RTS-PM harus iangsung tiiserahkan kepada Satker RaskinlRastra atau
clisetor iangsung ke rekening HPB Buiog melalui Bank setempat oleh
Peia&s:r-na Distribusi Raskin/ Rastra.

Atas pembayaran HPB Raskin/Rastra tersebut. dibuatkan Tanda
Teris:a Pembayaran {K.*,itansi atau TT-HP Raskin/Rastrairangkap 3 itigai
oieh Satker RaskinlRastra.

Terhadap HPB Raskin/Rastra yang disetor ke Bank oieh Peiaksana
Distrii:usi harus irer.clasarkan i-;ukti selor asii cian TT-HP RaskiniRastra
diberikan setelah dilakukan konfirmasi ke Bank yang bersangkutan.

Apatrila RTS-PM tidak ularnpu raemba3.ar tunai, r*aka dapat diangsur
riengan jaminan tertuiis menggunakan moriei M.i dari Lurah rian Camat
selaku Ketua Pengeiola Raskin/Rastra Kecamatan rian l{eiurahan dilampiri
daftar nama RTS-PM Raskin,/ftastra l7ang belum membayar secara tunai.
Pelunasan HPB selambat-lambatnya dilakukan sebelum jadwai
pendistri,nusian periode Lrerikutnya.Apabila sampai batas waktu pelrinasan
ticla-k tcrpcnr,ihi, maxa- afoka-si Ra-skinrlpa-stra- periode berikr-rtn.va- rlitr-inel-a-
sampai HPB dilnnasi=

Pelal<sala Distribusi Raskin,/Rastra tidak dibenarkal menuncla
penyerahan HPB Raskin/Rastra kepada Satker atau rekening HPB Bulog.
Apabiia sampai dengan jadwai pen;"'aiuran berikutnya HPB Raskin/Rastra
belum disetor rrraka Tirn Koorrlinasi Raskinr/Rastra Kota Pa,rakumbuh
melakukan Ltpaya penagih.an kepada Pelaksana Distribusi Raskin=

Apabila Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra r::elakukan perbuatar-r
melawan hukum, maka Tim Koordinasi RaskinTRastra Kota Payakumbuh
akan mencabut penunjukan sebagai Pelaksana Distribusi RaskinlRastra
dan melaporkan kepada penegak hu-kum. Untuk keiancaran Distribusi
Raskin/Rastra selanjutn_ya, maka Lurah menuqjuk pengganti Pelaksana
Distrihusi Raskin.

BAB V
a4!s!il tsAEt

Sosialisasi dalam peiaksanaan penyaiuran beras R-askin/Rastra ke
RTS-Pld <iiia;<r-lkan melalr-ri rapat*rapat koordinarsi, media niassa, meciia Lrinnya,
serta pelaksanaan Sosialisasi dengan mengundang Tim Raskin/Rastra Propinsi,
Kasubdivre Bulog Bukittinggi, dengan menghadirkan Lurah dan Camat se-Kota
Pa3rakumbuh.



BAB VI
t)Eii.tr E!t ,l tt rl, ^f, ATr rirltll;r!.4!, I ar.ta'rt

Pembebanan anggaran untuk kegiatan ini dibebankan pada APBD
Kota Payspr*buh Tahun Anggaran 2OL7, DPA Dinas Sosiai Kora Payakumbuh,
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayarlan Sarana dan Prasara.na Rehabilitasi
Kesejahtreraan Sosial bagi PMK-S (perincial pada foto copy DPA terlzunpir).

BAB VII
PENGET5DALIA}I DAT5 PELAPORAIS

A. Indikator Kinerja Program
Tnz{i!-.ctar. f.inorr'n'ra^.'^1.,-^* Dn^1,in /I)^-+-^ *^1;^"+;.r r r\JrAa_LrJr Arr r\,rJ a- !,L r rJ a2.i Lt i ir,i r ^cfJi.i.i r i / .r\iris L i ie i i iCiiP ij Li.

1. Tepat sasaran Penerima Manfaat adalah Raskln/Rastra hanya diberikan
kepada Rumah Teurgga Sasaran Penerirna Manfaat (RTS-PIvI}
Raskin/Rastra sesuai dengan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu
(PBDT) 2015 dan hasil musyawarah/rembuk Kelurahan yang terdaftar
daJam daftar Penerima Manfaat (DPI\4-i).

2. Tepat jumlah adalah jumiah beras Raskin/Rastra yang merupakan hal<
RumaJr Tangga Sasaran Penerirna- ItJanfaat {RTS-PMi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, yaitu 15 Kg/RTS/Bulan.

3. Tepat Harga adalah harga tebus Raskin/Rastra ],ang ditetapkan dengan
ketentuan Waiikota Payakumbuh.

4. Tepa-t Waktu adalah waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM
Raskin /Rasl ra sesuai clensan rencana Distribtrsi.

5. Tepat Administrasi adalah terpenuhinya pers3raratan administrasi secara
benar, lengkap dan tepat waktu, dan

6. Tepat Kualitas adalah terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai
dengan standar kualitas beras Bulog.

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Program Raskin/Rastra bertujuan untuk
mengetahui proses pelaksanaan Program Raskin/Rastra dibandingkan
dengan rencana.

Monitoring dan EvCuasi di Kota Payakumbuh diiaksanakan oleh
Pengeiola Raskin/Rastra Kota Payakumbuh dan Pengeloia Raskin/Rastra
Kecamatan.

\I/,:lzf r r npl,rLsqn,r:]n m.rrrilrrrinrv rl.:r'r err,:lt r.:si Prnrrr.:rnt. (a.aLq rv(,i<air9siia+(^i^ rrrvrrrr,r/r rrrb \, v srsuvr

Raskin/Rastra dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Hasii monitoring dan eva-iuasi dibahas dalam rapat Tim Teknis,/1i*
Koordinasi Raskin/Rastra Kota Payakumbuh, Pengelola Raskin Tingkat
Kota, dn Kecarnatan sesuai dengan lingkup dan bobot pertnasaalahan untuk
ditindak lanjuti, ser"ta setragai bahan pertirnbangan dalam pemberia:r
apresiasi.

C. Pengawasan

Pengav,'asan pelaksanaan Program Raskini Rastra dilakukan secara
fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan maslrarakat pada prinsipn,va terbuka dan dilakukan
melalui mekanisrne yang beriaku.

D. Pengaduan Masyarakat

Unit Pengaduan Masyarakat {UPM) mei'upakan bagian dari Tim
TeknisiTim Koordinasi Raskin/Rastra Kota Payakurnbuh yang dibentuk dan



dibaw-ah koordinasi Dinas Sosial Kota Payaicumbuh dengan inembentuk
Sekretariat sebagai tempat pengaduan.

Pengaduan masSrarakat tentang pelaksanaan Program
RaskinlRastra dapat disampaikan secara iangsung kepada Sekretariat UPM
Kota Payakumbuh, UPM Kecamatan atau UPivI Keiurahan.

E. Pelaporan

'T1;ffi D^-^^l^l^ D^-1-;,- /D^^+-^ l-lan,r*^+^* *^1^^^-1-^^ ^--i^1,r lltt r \-rr5\,rulc- r\o.Jt\rrr/ ,.\d.DLrd. r\LLdLrrrc.l4t.i rrr\-ratP\rr.t\cl-rr F,LrclADcLrralallr
prograin Raskin/Rastra kepada Camat Sebagai Penanggung -Iawab di
Kecamatan dan selanjutnya melaporkan kepada Tim Teknis/Kocrdinadsi
Rasi<inlRastra Kota Payakumbuh secara priociik setiap triwuian sesuai
model Laporan Tahunan (LT-O).

'F;* 'F^1--;- l'r1;* t"^^*A;^^^: rl^-l-;-. /Er^-+-^ I1-arn D^..^1-,,-1-,,1^I Illl I \-Atrrif,,/ r rrlr l\\r(rrtllrrclDr r\d.r>nrrr,,r r\Ctl)LrO- r\(-,Ld. r CtJcLnllrrl(r(rrl

melaporkan pelaksanaan Program Raskin/Rastra kepada tJ/alikota
Payakumbuh sebagai Penanggung Jar.vab pelaksanaan penS'aluran
RaskiniRastra Kota Payakurnbuh cian seianjutnya meiaporkan kepacia Tim
koordinasi Propinsi secara priodik sesuai modei LT-1.

T annran Al.hir Dolal-o^naan Drnar^ra D-ol.in lDaoi.ra rlil-rrra* nlalr tFira
lqPvr.Il rrr\rrll r L.rlu\u(xr4ur r rv6r4!! !\GJArrr/t t\aoLra uruudL urL.rl rlllr

Teknis/Tim Koordinasi P-askin/Rastra Kota Payakumbuh setiap akhir
tahun.

BAB VIII
PENUTUP

Petunjuk Teknis Raskin Kota Payakumbuh Tahun 2017 dibuat
sebagai acuan pelaksanaan Program Raskin/Rastra untuk Tim TeknislTim
t.,^^-):^^^: r!^^l-j- /r)^^+-^ 1.,^+^ rr^--^l^l^ r-r^^l-:.^ ltt^^+-^ 41:--!-^+ t,'^+^I\(JUI (ll.ltiL}t r\Abraur/ r\iitlLr i1- I\uLiL, rtrrrEtrruril r\ir_sKrrr/ .t\ilsLr ir_ r rrrBll,il_L r\uLi,t,
Kecamatan dan Kelurahatr di Kota Payakumbuh.

Segala sesuat-u ].ang tlelum diatur rlaiam petr-rnjr:k teknis ini, akan
dituangkan daTam aturaa atau kesepakatan lain sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

W?LIKCTA PAYAKUMBUH

F-IZA FALEPI
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